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PRESIDEN 
REPUBLit\ INDONESIA 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

_,. NOMOR 9 TAI·IUN 2015 

TENTANG 

PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK 

· PRESIDEN l~EPUBLIK INDONESIA, 

Dalam rangka n1enunjang keberhasilan Kabinet Ke1ja, menyerap asp1ras1 

publik, clan . mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan clan 

program pemerintah, clengan ini menginstruksikan: 

Kepada 

Untuk 

PERTAMA 

1. Para Menteri Kabinet Ke1ja; 

2. Sekretaris Kabinet; 

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

4. Jaksa Agung Republik Indonesia; 

5. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 

6. Kepala Baclan Intelijen Negara; 

7. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 

8. Para Gubernur; 

9. Para Bupati/Walikota. 

Mengambil langkah-langkah yang diperlu.kan sesuai tugas, 

fungsi . dan kewenangan masing-masing dalam rangka 

menclukung pelaksanaan komunikasi publik, clengan: 

1. menyampaikan data clan in1ormasi terkait clengan 

pelaksai-:t.aan tugas clan fungsi kepacla Menteri Komunikasi 

dan Infon.:1atika secara berkala; 

2. menyebarluaskan 
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20 menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data 

peni ukung lainnya yang disusun oleh . Kementerian 

Komu~1ikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan d~n 

program pemerintah; 

30 menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah 

seGara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik 

sG:cara cepat dan tepat; 

40 m.enyampaikan informasi melalui. berbagai saluran 

komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, 

obyektif, berkualitas baik, berwa\.vasan nasional, dan 

mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program 

pem.~rintaho 

Dalam· hal infonnasi kepada masyarakat dibuat dalam bentuk 

iklan layanan masyarakat, harus memenuhi kriteria tertentu 

antara lain: 

10 menimbulkan respon positif masyarakat. 

2 0 -bdak menayangkan kepentingan pribadi dan golongano 

Menteri Komunikasi dan Informatika untuk: 

1. i-nengoordinasikan petencanaan, penyiapan dan 

pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan 

dan prqgram pemerintah; 

20 melakukan kajian terhadap data dan informasi yang 

disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non 

. ken~·cnterian; 

30 melakukan 000 
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3. melakukan media monitoring dan menganalisis konten 

media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; 

4. menyus.un narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan 

program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden; 

5. melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan 

dan .program pemerintah melalui seluruh saluran 

· 'komunikasi yang tersedia; 

6. melal<:Gkan . pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

komunikasi publik; 

7 . dapat mengundang dan mengikutsertakan Meriteri, 

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/ a tau 

pihak lain dalam merurnuskan materi informasi yang akan 

dikorr..un.ikasikan kepada publik. 

Menteri Kor::1unikasi dan Informatika menyampaikan laporan · 

pelak~aria:::,_:l Instruksi Presiden ini kepada Presiden setiap . · 

bi.' . .l::m . atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

S .:::ga.~3. bi.2.ya yang cliperlukan ·'\..1ntuk melaksanakan Instruksi 

. :? .::- ~si.deG 1:::1. dibebankan kepada anggaran masing-masing 

instansi. 

Melaksanc..kan Instruksi Presiclen 1111 dengan penuh tanggung 

jawab. 

· Instruksi ... 
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Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. 

Dikeluarkan di Jakarta 

pada tanggal 25 Juni 20 15 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

JOKO WIDODO 

_Salinan sesuai dengan aslinya 
-

- SEKR.E'TP..RIAT KABINET RI 
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